JPU Kegjari Balangan Dakwa Mantan Kades L ok Batu Korupsi Rp285 Juta

https://matabanua.co.id

Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Kamis (12/12) menggelar sidang perdana kasus
korupsi' Alokasi Dana Desa (ADD)" dan Dana Desa (DD)"" di Desa Lok Batu Kecamatan
Batumandi Kabupaten Balangan. Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Balangan mendakwa mantan Kades Lok Batu, Ruspandi (51) menyelewengkan ADD dan
DD Desa Lok Batu tahun anggaran 2016 sebesar Rp 284.500.000,-(dua ratus delapan puluh
empat jutalimaratus ribu rupiah).

“Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ruspandi Bin Abu Bakar (Alam)
selaku Kepala Desa Lok Batu negara telah dirugikan” ujar JPU Marjudin Djafar dalam
pembacaan surat dakwaan.

Atas dugaan penyelewengan tersebut Ruspandi yang kini duduk di kursi pesakitan
diancam dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang RI nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau dakwaan
subsidiair yakni pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001,
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui kasus yang menjerat terdakwa Ruspandi ini bermula ketika tahun 2016, Desa
Lok Batu, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menerima alokasi
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anggaran sebesar Rp1.135.091.000 yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi
Hasil Retribusi Pgjak. Dari ketiga pos mata anggaran tersebut, terdapat 6 item kegiatan yang
tidak dilaksanakan oleh terdakwa namun telah dicairkan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Acara sidang berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta akan ditunda pada hari Kamis
(19/12) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sumber Berita:

1. https.//kgari-balangan.go.id, JPU Keari Balangan Dakwa Mantan Kades Lok Batu
Korupsi Rp285 Juta, Jumat, 13 Desember 2019.

2. https://matabanua.co.id, Mantan Kades Lok Batu Sempat Jadi Buron, Kamis, 12 Desember
20109.

Catatan:

# Pengertian Korups
Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korups adalah tindakan
melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang
berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan
kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah,
hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan
wewenang serta fasilitas negara.

& Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paing lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima
puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

@ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Pasal 2
Ayat (1)
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Ayat (2)
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa daam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulal tanggal 1 Januari sampal dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 3
Ayat (1)
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik Desa yang dipisahkan.
Ayat (2)
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal
kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesg;
b. menetapkan kebijakan tentang pengel olaan barang milik Desg;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengel uaran atas beban APB Desg;
d. menetapkan PPKD;
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e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Daam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku
PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.

ikorupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang
berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam
UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi,
nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).

" Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

" Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
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